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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR    20    TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007  

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REJANG LEBONG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka perlu diatur dan 
ditetapkan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong; 
 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengelolaan barang daerah 
khususnya berkenaan dengan usia penghapusan kendaraan dinas 
operasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong perlu diubah; 
 

c. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4 Drt Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 ); 

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957, 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 
tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 158); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2013); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828 ); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah  Pusat   dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 1968 
tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 ); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 
tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3573); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3696); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam 
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4073); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 
20 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).  

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
DAN 

BUPATI REJANG LEBONG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 39 
 

(1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagimana 
dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah 
dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-
sebab lain. 
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(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 
 

(3) Dihapus. 
 

2. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 39A 

 
(1) Penghapusan kendaraan perorangan dinas dapat dihapus setelah usia 

kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih. 
 

(2) Penghapusan kendaraan dinas operasional dapat dihapus setelah usia 
kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih. 
 

(3) Penghapusan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat dihapus 
setelah usia kendaraan 10 (sepuluh) tahun atau lebih. 
 

(4) Penghapusan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3), dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau 
tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
 
 

 
 

 Ditetapkan di Curup 
Pada  tanggal   23    Agustus  2011 

 
BUPATI REJANG LEBONG, 

 
 

 
 

SUHERMAN 
Diundangkan di  Curup 
Pada tanggal   27   Oktober  2011 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN REJANG LEBONG, 
 
 
 
 

SUDIRMAN 

 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2011 NOMOR    58    SERI E 


